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KATA PENGANTAR 

 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga 

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

 

Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara 

Bogor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi 

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan 

Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

55/PB/2012 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara 

pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).  

 
 

 
Bogor,09 Januari  2013 

Kuasa Pengguna Anggaran, 
 
 

 
 

Drh. Djajadi Gunawan, MPH 
NIP 19571208 198503 1 003 
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Laporan  Keuangan  Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 

yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung 

jawab kami. 

Laporan  Keuangan  tersebut  telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian intern 

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi 

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Kuasa Pengguna Anggaran 

 

 

 

Drh. Djajadi Gunawan, MPH 

NIP 19571208 198503 1 003 

 
 

  



RINGKASAN 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, 

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 

peride 31 Desember Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 2012. 

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan 

Pajak sebesar Rp.428.038.856,00 atau mencapai 84,23 persen dari estimasi pendapatan 

sebesar Rp.508.124.200,-.  

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp.21.895.214.237,00 atau 

mencapai 93,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.23.296.085.000,00.  

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012  dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012  dan 2011 

TA 2011

Anggaran Realisasi
% Real.thd 

Anggaran
Realisai

Pendapatan Negara 474,625,000         428,038,856        90.18                      577,329,208         

Belanja Negara 23,296,085,000    21,895,214,237   93.99                      16,080,302,070    

Uraian

TA 2012

 

 



 

 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 

dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.  

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.23.077.036.996,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar 

Rp.2.135.500,- Aset Tetap sebesar Rp.23.045.340.065,- Piutang Jangka Panjang Rp.0,- 

dan Aset Lainnya sebesar Rp.29.561.431,-. 

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.24.723.436,- yang merupakan Kewajiban Jangka 

Pendek. 

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp.23.052.313.560,-  yang terdiri dari 

Ekuitas Dana Lancar sebesar  minus Rp.22.587.936,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar 

Rp.23.074.901.496,- 

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2 

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 

31 Des 2012 (Rp) 31 Des 2011 (Rp) (Rp) %

Aset

- Aset Lancar 2,135,500                  10,203,050             (8,067,550)                     (79)                     

- Aset Tetap 23,045,340,065        20,296,405,031      2,748,935,034               13.54                 

- Piutang Jangka Panjang -                                   -                                     -                                       -                         

- Aset Lainnya 29,561,431                29,561,431             -                                       -                         

23,077,036,996        20,336,169,512          2,740,867,484               13.48                 

- Utang kepada pihak ketiga 10,447,436                

- Pendapatan yang ditangguhkan 14,276,000                10,760,145                  3,515,855                       32.67                 

24,723,436                10,760,145                  13,963,291                    129.77              

- Ekuitas Dana Lancar (22,587,936)               (557,095)                      (22,030,841)                   3,954.59           

- Ekuitas Dana Investasi 23,074,901,496        23,325,966,462          (251,064,966)                 (1.08)                  

23,052,313,560        23,325,409,367          (273,095,807)                 (1.17)                  

Ekuitas Dana

Tanggal Neraca Kenaikan/(penurunan)
Uraian

Jumlah Aset

Kewajiban

Jumlah Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis 

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.  

 

  



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN (BBPKH) CINAGARA 

BOGOR 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 

 

(Dalam Rupiah) 

TA 2011

Anggaran Realisasi

% Realisasi 

terhadap 

Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajakneto 474,625,000        428,038,856      90.18         577,329,208      

Jumlah Pendapatan 474,625,000        428,038,856      90.18         577,329,208      

BELANJA

1.  Belanja Pegawai neto 4,422,677,000     4,318,445,806   97.64         3,951,343,642   

2.  Belanja Barang neto 15,086,748,000   13,980,052,692 92.66         9,517,225,468   

3.  Belanja Modal neto 3,786,660,000     3,596,715,739   94.98         2,851,479,000   

Jumlah Belanja 23,296,085,000   21,895,214,237 93.99         16,320,048,110 

TA 2012

CatatanUraian

 

  



          II. NERACA 
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan ( BBPKH ) Cinagara Bogor 

Neraca  

per 31 Desember 2012 dan 2011 

NAMA PERKIRAAN 
CATATA
N 

31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011 

ASE
T           

  Aset Lancar       

  - Piutang bukan pajak      Rp                                10,203,050  

  - Penyisihan piutang tidak tertagih    
 Rp                                                      
-  

 Rp                                        
(51,015) 

  - Kas dibendahara pengeluaran   
 Rp                                                      
-  

 Rp                                                         
-  

  - Kas dibendahara penerimaan   
 Rp                                                      
-  

 Rp                                                         
-  

  - Kas lainnya dan Setara Kas   
 Rp                                                      
-  

 Rp                                                         
-  

  
 

Jumlah kas dan Bank   
 Rp                                                      
-  

 Rp                                                         
-  

  
  

      

  - Persediaan    Rp                               2,135,500  
 Rp                                                         
-  

  
 

Jumlah Aset Lancar    Rp                               2,135,500   Rp                                10,152,035  

  
  

      

  Aset Tetap       

  - Tanah    Rp                     6,000,000,000   Rp                        6,000,000,000  

  - Peraltan dan Mesin    Rp                     5,410,998,100   Rp                        4,369,916,867  

  - Gedung dan bangunan    Rp                  10,365,825,177   Rp                        9,240,024,376  

  - Jalan,Irigasi dan Jaringan    Rp                         974,236,000   Rp                             392,183,000  

  - Aset Tetap Lainnya    Rp                         294,280,788   Rp                             294,280,788  

  
 

Jumlah Aset Tetap    Rp                  23,045,340,065   Rp                     20,296,405,031  

  
  

      

  Aset Lainnya       

  - Aset tak berwujud   
 Rp                                                      
-  

 Rp                                                         
-  

  - Aset Lain-lain    Rp                            29,561,431   Rp                                29,561,431  

  
 

Jumlah Aset Lainnya    Rp                            29,561,431   Rp                                29,561,431  

  
 

JUMLAH ASET    Rp                  23,077,036,996   Rp                     20,336,118,497  

  
  

      

KEWAJIBAN       

  Kewajiban Jangka Pendek       

  - Utang pada pihak ketiga    Rp                            10,447,436   Rp                                10,760,145  

  - Pendapatan yang ditangguhkan    Rp                            14,276,000  
 Rp                                                         
-  

  
 

JUMLAH KEWAJIBAN    Rp                            24,723,436   Rp                                10,760,145  

  
  

      

EKUITAS DANA       

  Ekuitas Dana Lancar       

  - Cadangan Piutang   
 Rp                                                      
-   Rp                                10,152,035  

  - Cadangan Persediaan    Rp                               2,135,500  
 Rp                                                         
-  



  
- Dana yang harus disediakan untuk 

pembayaran utang jangka pendek    Rp                          (24,723,436)  Rp                              (10,760,145) 

  
 

Jumlah Ekuitas Dana Lancar    Rp                          (22,587,936) 
 Rp                                     
(608,110) 

  
  

      

  Ekuitas Dana Investasi       

  - Diinvestasikan dalam aset tetap    Rp                  23,045,340,065   Rp                     20,296,405,031  

  - Diinvestasikan dalam aset lainnya    Rp                            29,561,431   Rp                                29,561,431  

  
 

Jumlah Ekuitas Dana Investasi    Rp                  23,074,901,496   Rp                     20,325,966,462  

  
 

JUMLAH EKUITAS DANA     Rp                  23,052,313,560   Rp                     20,325,358,352  

  
  

      

  
 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
DANA    Rp                  23,077,036,996   Rp                     20,336,118,497  

            

 

  



 

 A.  PENJELASAN UMUM 

Dasar Hukum A.1.  DASAR HUKUM 

 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara[n1]. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer 

pada Bagan Akun Standar. 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca 

pada Bagan Akun Standar. 

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55./PB/ 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

 

 A.2. KEBIJAKAN TEKNIS  BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN 

HEWAN (BBPKH) CINAGARA BOGOR 

Rencana 

Strategis 

 

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN 

(BBPKH)CINAGARA BOGOR 

 

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor  adalah 

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 



Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan pertanian yang berada di 

bawah Kementrian Pertanian Indonesia . Balai ini bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara 

teknis dibina oleh kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian. 

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia BBPKH Cinagara dan 
kuantitas sumberdaya ahli dibidang kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner dalam rangka pemberdayaan SDM pertanian 

b. Mengembangkan jenis, pola dan metoda pelatihan keahlian dibidang 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

c. Mengembangkan sarana dan prasarana balai pelatihan dalam 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan 

d. Melaksanakan koordinasi, kerjasam, dan integrasi pelatihan dibidang 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan instansi 
terkait dan masyarakat pelaku agribisnis. 

 

Untuk mewujudkan tujuan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan 

(BBPKH) Cinagara Bogor berkomitmen dengan  mengacu kepada visi misi 

berikut : 

A. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi BBPKH Cinagara adalah menjadi lembaga pelatihan kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kredibel dan inovatif. 

b. Misi 

Misi BBPKH Cinagara adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia dibidang keahlian 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

2. Mengembangkan pelatihan keahlian dibidang kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner 

3. Mengembangkan metodologi diklat dibidang kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner 

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan di bidang 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

 

5. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan integrasi pelatihan 
dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 



dengan instansi terkait dan masyarakat pelaku agribisnis. 
 

Untuk mewujudkan visi dan misi tesebut Balai Besar Pelatihan Kesehatan 

Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor melakukan beberapa sasaran yang strategis 

sebagai berikut : 

 

a.  Meningkatnya kualitas SDM pejabat fungsional dan struktural serta 
staf BBPKH Cinagara melalui kegiatan pendidikan formal dan non 
formal (pelatihan) 

b. Meningkatnya kualitas SDM pertanian bagi petugas teknis, penyuluh 
pertanian, petani, peternak dibidang kesehatan hewan, kesehatan 
masyarakat veteriner dan agribisnis peternakan 

c. Berkembangnya penerapan jenis, pola dan metoda diklat keahlian 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk 
meningkatkan kinerja SDM pertanian 

d. Berkembangnya rancang bangun pelatihan kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner 

e. Berkembangnya sarana dan prasarana pelatihan dalam menunjang 
kelancaran pelaksanaan kegiatan BBPKH Cinagara 

f. Meningkatnya koordinasi dan kerjasam dan integrasi pelatihan 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan instansi 
terkait dan masyarakat pelaku agribisnis. 

 

Untuk mewujudkan sasaran di atas perlu adanya kebijakan dan program 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Kebijakan 

a. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia 
profesional BBPKH Cinagara 

b. Pengembangan jenis, pola dan metoda pelatihan kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat veteriner 

c. Pengembangan rancang bangun pelatihan kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner 

d. Pengembangan sarana dan prasarana BBPKH Cinagara 

e. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan integrasi pelatihan dengan 
instansi terkati dan pelaku agribisnis 

2. Program dan Kegiatan 

a. Program 

Program peningkatan kesejahteraan petani 

b. Kegiatan 



b.1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian 

b.2. Pengembangan rancang bangun pelatihan 

b.3. Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerja pelatihan 
pertanian 

b.4. Pengembangan informasi pelatihan 

b.5. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan 

b.6. Pengembangan profesionalisme ketenagaan pelatihan 
 

 

 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

A.3.  PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup 

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan 

Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor.  Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi 

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang 

untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan 

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, 

persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik 

negara  serta laporan manajerial lainnya.  

 

  

 

 

 A.4 Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 



Pemerintahan.  Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan 

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi  

Jakarta  adalah sebagai berikut: 

 

Pendapatan 

 

(1) Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. 

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi 

pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan 

sesuai dengan jenis pendapatan. 

Belanja (2) Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat 

terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan  menurut 

klasifikasi ekonomi/jenis belanja.  

 

Aset 

 

 

 

(3) Aset   

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam 

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, 

kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada 

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.  

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset 

Lainnya. 

Aset Lancar 

 

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk 

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan 

persediaan. 

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam 

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI 

pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak 

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan 

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai 

bagian lancar TPA/TGR. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan 

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat.  

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, 

apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh 

dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai 



penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.  

 

 

Aset Tetap 

 

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca 

Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.  

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan 

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 

(tiga ratus ribu rupiah), dan 

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama 

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

 

 

 

 

(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian..  

 

Piutang Jangka 

Panjang 

 

 

Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau 

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan 

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang 

Jangka Panjang Lainnya. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset 

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai 

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar 



oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan 

angsuran. 

 

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara 

yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan 

kerugian Negara/daerah. 

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai 

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan 

untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 

negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu 

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai 

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. 

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. 

 

Aset Lainnya 

 

 

 

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, 

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah 

Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi 

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, 

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan 

manfaat jangka panjang. 

Aset  Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan 

ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, 

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah 

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.  

 

Kewajiban (4) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain 

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, 

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga 

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan 

pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat 

dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang 



mengikat atau peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas 

bulan setelah tanggal pelaporan. 

 

 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka 

Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek 

Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai 

nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama 

kali transaksi berlangsung.  

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan 

penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan 

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan 

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 

 

Ekuitas Dana (5) Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana 

Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih 

antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi 

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.     

 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih 

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk 

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan 

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan 

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan 

yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi 

masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang 

Kementerian Negara/Lembaga  Dan Pembentukan Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih . 



 

 

 

 

Tabel 3 

Penggolongan Kualitas Piutang 

 

 

Kualitas 
Piutang 

 

Uraian 

 

 

Penyisih
an 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 
tempo 

0.5% 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 

50% 

Macet 1
. 

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak dilakukan 
pelunasan 

100% 

2
. 

Piutang telah diserahkan kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara/DJKN 

 

 

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Balai Besar 

Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor belum menerapkan 

penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang 

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang 

Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat 

dilaksanakan mulai tahun 2013. 

  

   

  



 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Realisasi 

Pendapatan 

Negara dan Hibah 

Rp.428.038.856,- 

 

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 

Rp. 428.038.856,- atau mencapai 90,18 persen dari estimasi pendapatan yang 

ditetapkan sebesar Rp.474.625.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah 

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor adalah merupakan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.  

 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat 

dilihat dalam Tabel berikut ini:  

Tabel 4 

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP 

No Uraian
Estimasi 

Pendapatan
Realisasi %

1

Pendapatan penjualan hasil 

pertanian, kehutanan dan 

perkebunan -                          382,000          0.00

2
Pendapatan penjualan hasil 

peternakan dan perikanan 448,000,000        322,740,400   72.04

3
Pendapatan sew a peralatan dan 

mesin 52,125,000          46,543,750     89.29         

4
Pendapatan sew a tanah, gedung 

dan bangunan 6,499,200            6,732,786       0.00

5
Pendapatan dari pemanfaatan BMN 

Lainnya -                          47,464,650     -                

6
Pendapatan jasa lembaga keuangan 

(jasa giro) 1,500,000            -                      -                

7
Penerimaan kembali belanja lainnya 

TAYL -                          225,000          -                

8
Penerimaan kembali belanja 

pegaw ai pusat TAYL 270                 -                

9

Pendapatan pelunasan Ganti rugi 

atas kerugian yang diderita oleh 

negara -                          3,950,000       -                

508,124,200            428,038,856     84.24Jumlah  

 

 

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar                 

Rp.149.290.552,- atau 25,86 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan pada 

tahun 2012 tidak adanya pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 



pemerintah.   

pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor. 

Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini: 

 

 

  

 

 

Tabel 5 

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 

(Rp) %

1

Pendapatan penjualan hasil 

pertanian, kehutanan dan 

perkebunan 382,000                 -                                382,000                  100.00

2 Pendapatan penjualan hasil 

peternakan dan perikanan 322,740,400          258,364,700             64,375,700             24.92

3

Pendapatan dari 

pemindahtanganan BMN 

lainnya 47,464,650            9,970,500                 37,494,150             100.00

4
Pendapatan sew a 

peralatan dan mesin 46,543,750            65,185,000               (18,641,250)            -28.60

5
Pendapatan sew a tanah, 

gedung dan bangunan 6,732,786              7,181,256                 (448,470)                 -6.25

7
Penerimaan kembali belanja 

pegaw ai pusat TAYL 270                        1,527,652                 (1,527,382)              -99.98

8
Penerimaan kembali belanja 

lainnya TAYL 225,000                 218,987,900             (218,762,900)          -99.90

9

Pendapatan pelinasan Ganti 

rugi atas kerugian yang 

diderita oleh negara 3,950,000              13,611,000               (9,661,000)              -70.98

10

pend denda keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan 

pemerintah -                            2,501,400                 (2,501,400)              -100.00

428,038,856               577,329,408                     (149,290,552)          -25.86

Kenaikan/(penurunan)

Jumlah

No Uraian TA 2012 (Rp) TA 2011 (Rp)

 

 

 

B.2.  Belanja Negara 

Realisasi Belanja 

Negara 

Rp.21.895.214.237,-  

 

Realisasi belanja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 

pada TA 2012 adalah sebesar Rp. 21.895.214.237,- atau sebesar 93,99  persen dari 

anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 326.784.633,-. 

Anggaran belanja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 



Tahun 2012 adalah sebesar Rp.23.296.085.000,-. Anggaran dan realisasi belanja TA 

2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

 

 

 Tabel 6 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 

 

Kode 

jenis Blj
Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja (%)

51 Belanja Pegawai 4,422,677,000           4,318,445,806                        97.64

52 Belanja Barang 15,086,748,000        13,980,052,692                     92.66

53 Belanja Modal 3,786,660,000           3,596,715,739                        94.98

23,296,085,000 21,895,214,237          93.99Jumlah
 

 

  

 

 Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2012 

 



 

 

 
Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.575.166.127,- 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain adanya 

kenaikan belanja barang operasional dan non operasional yang cukup tinggi. 

Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini  

  

Tabel 7 
Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 

TA 2012 T 2011 (%)

51 Belanja Pegawai 4,318,445,806          3,951,343,642         367,102,164          9.29

52 Belanja Barang 13,980,052,692       9,517,225,468         4,462,827,224     46.89

53 Belanja Modal 3,596,715,739          2,851,479,000         745,236,739          26.14

21,895,214,237    16,320,048,110   5,575,166,127   34.16Jumlah

Realisasi Belanja (Rp)Kode 

jenis Blj
Uraian Jenis Belanja

Naik/(turun)

 

 

 

 

 

Belanja Pegawai 

Rp.4.318.445.806,- 

 

 

 

 

 

B.2.1   Belanja Pegawai [O2] 

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011  adalah masing-masing sebesar 

Rp.4.318.445.806,- dan Rp.3.951.343.642,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai 

sebesar 9,29 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji pokok, kenaikan 

tarif uang makan,kenaikan belanja tunj PPh PNS,kenaikan belanja tunj fungsional 

dan kenaikan tunj suami istri . Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel 

berikut ini:   



  
Tabel 8 

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 

Uraian TA 2012 (Rp) TA 2011 (Rp) naik/(turun) %

Belanja gaji pokok PNS 2,752,852,480           2,515,683,740          237,168,740              9.43

Belanja pembulatan gaji PNS 52,487                             81,580                            (29,093)                          -35.66

Belanja tunj. Suami/istri PNS 205,762,334               184,256,076              21,506,258                 11.67

Belanja tunj. Anak PNS 60,227,051                  55,514,830                 4,712,221                    8.49

Belanja tunj. struktural PNS 109,955,000               115,385,000              (5,430,000)                   -4.71

Belanja tunj. Fungsional  PNS 193,370,000               185,770,000              7,600,000                    4.09

Belanja tunj. PPh PNS 116,803,054               90,200,676                 26,602,378                 29.49

Belanja tunj. Beras PNS 181,521,400               180,221,740              1,299,660                    0.72

Belanja uang makan  PNS 430,322,000               342,620,000              87,702,000                 25.60

Belanja tunj. Kompensasi kerja PNS -                                            150,700,000              (150,700,000)             -100.00

Belanja tunj. umum PNS 118,645,000               130,910,000              (12,265,000)                -9.37

Belanja Pegawai (Tunj Khusus kegiatan) 148,935,000               

Realisasi Belanja Bruto 4,318,445,806   3,951,343,642   367,102,164      9.29

Pengembalian Belanja -                                            -                                           -                                           0.00

Realisasi Belanja Netto 4,318,445,806   3,951,343,642   367,102,164      9.29

 

 

 

 

 

Belanja Barang 

Rp.13.980.052.692,- 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.2  Belanja Barang [O3] 

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011  adalah masing-masing sebesar 

Rp.13.980.052.692,- dan Rp.9.517.225.468,-. Kenaikan realisasi Belanja Barang 

sebesar 46,89 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja Barang 

operasional dan non operasional, kenaikan belanja jasa dan kenaikan belanja 

perjalanan dinas. 

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 9 
Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 

Uraian TA 2012 (Rp) TA 2011 (Rp) naik/(turun) %

Belanja Barang Operasional 745,684,600              365,182,200               380,502,400              104.20

Belanja Barang Non Operasional 6,262,206,336         4,024,807,325           2,237,399,011          55.59

Belanja Jasa 530,704,989              334,552,343               196,152,646              58.63

Belanja Pemeliharaan 441,681,167              927,514,800               (485,833,633)             -52.38

Belanja Perjalanan Dinas 5,999,775,600         3,865,168,800           2,134,606,800          55.23

Realisasi Belanja Bruto 13,980,052,692    9,517,225,468       4,462,827,224      46.89

Pengembalian Belanja -                                          -                                            -                                           0.00

Realisasi Belanja Netto 13,980,052,692    9,517,225,468       4,462,827,224      46.89 

 

 

 

 

Belanja Modal 

Rp.3.596.715.739,

- 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.3  Belanja Modal [O4] 

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011  adalah masing-masing sebesar    

Rp. 3.596.715.739,- dan Rp. 2.851.479.000,-. Kenaikan realisasi Belanja Modal 

sebesar 26,14 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja modal peralatan 

dan mesin, adanya pembangunan gedung dan bangunan baru juga pembangunan 

jalan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 10 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 

 

 



Uraian TA 2012 (Rp) TA 2011 (Rp) naik/(turun) %

Belanja modal peralatan dan mesin 1,035,081,233         958,205,000               76,876,233                 8.02

Belanja modal upah tenaga kerja dan 

honor pengelola teknis peralatan dan 

mesin 6,000,000                    -                                            6,000,000                    0.00

Belanja modal upah tenaga kerja dan 

honor pengelola teknis gedung dan 

bangunan 3,000,000                    -                                            3,000,000                    0.00

Belanja modal perjalanan gedung dan 

bangunan 550,000                        1,893,274,000           (1,892,724,000)        -99.97

Belanja penambahan nilai gedung dan 

bangunan 2,253,074,506         -                                            2,253,074,506          0,00

Belanja penambahan nilai jalan dan 

jembatan 222,360,000              -                                            222,360,000              0,00

Belanja modal lainnya 76,650,000                 -                                            76,650,000                 0,00

Realisasi Belanja Bruto 3,596,715,739      2,851,479,000       745,236,739         26.14

Pengembalian Belanja -                                          -                                            -                                           0.00

Realisasi Belanja Netto 3,596,715,739      2,851,479,000       745,236,739         26.14         

 

 

 

 

 

  

 

  



 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 

C.1.  Aset Lancar 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran Rp 0,- 

 

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 

masing-masingsebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, 

dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal 

dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali 

ke Kas Negara per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :  

Tabel11 

RincianKas di Bendahara Pengeluaran 

No Jenis Tahun 2012 Tahun 2011

1 Uang Tunai 4,462,900Rp        -Rp                               

4,462,900Rp        -Rp                               Jumlah  

Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke 

rekening Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2012. Bank BNI  dengan 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 1500 0206 0308 1003. 

 

Kas di Bendahara 

Penerima Rp 0,- 

       C.1.2    Kas di Bendahara Penerimaan 

 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2012 dan 

2011 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-yang mencakup 

seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang 

berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya 

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan 

yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut  yang 

belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.  

Jumlah tersebut terdiri dari: 

Tabel12 

RincianKas di Bendahara Penerimaan 



No Jenis Tahun 2012 Tahun 2011

1 Uang Tunai 4,886,500Rp        -Rp                               

2 Uang Tunai 6,429,000Rp        -Rp                               

3 Uang Tunai 2,960,500Rp        -Rp                               

14,276,000Rp      -Rp                               Jumlah  

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetor ke rekening Kas Negara 

pada tanggal 29 Januari 2012 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN) 0610140100120514, 0814140403051007 dan 1001070101051214. 

 

 

 

Kas Lainnya dan Setara 

Kas  Rp 0,- 

C.1 

 

.3   Kas Lainnya dan Setara Kas 

 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-yang merupakan kas berada di 

bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari 

UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. 

 

Piutang Bukan Pajak Rp 

0,- 

C.1.4     Piutang Bukan Pajak 

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing 

sebesar Rp 0,- dan Rp 10.203.050,-yang merupakan semua hak atau klaim 

pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum 

diselesaikan pada akhir tahun anggaran.  

 

Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih ï Piutang Bukan 

Pajak Rp 0,- 

C.1.5     Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 

2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan minus Rp 51.015 

yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang 

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.  

 



BL TPA  Rp 0 C.1.6       Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 

2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. 

Bagian Lancar TPA adalah  merupakansaldo TPA yang akan jatuh tempo 

kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan 

rumah negara. 

 

 

Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih ï Bag. Lancar 

TPA Rp 0,- 

C.1.7  Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran 

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 

Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 

00 dan Rp 00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing tagihan. 

 

 

 

 

BL TGR  Rp 0 

 

 

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR)per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 

Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang 

belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 

bulan atau kurang.  

 

Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih ï Bag. Lancar 

TP/TGR Rp 0,- 

C.1.9   Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

 Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 



Ganti Rugi (TP/TGR)per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing 

sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan  

 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR)yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.  

 

Belanja Dibayar Di Muka 

Rp 0,- 

C.1.10    Belanja Dibayar Di Muka 

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing 

sebesar Rp.0,- dan Rp 0,- Belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran 

belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang 

dibayarkan pada awal perikatan.  

 

Persediaan Rp 

2.135.500,- 

 

 

 

C.1.11 Persediaan 

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing 

adalah sebesar Rp 2.135.500,- dan Rp 0,- Persediaan merupakan jenis aset 

dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang 

diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional .   

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: 

Tabel 15 

RincianPersediaan 

No. Uraian 2012 2011

1 Barang Konsumsi 1,995,500Rp   -Rp                    

2 Barang Untuk Pemeliharaan 75,000Rp         -Rp                    

3 Suku Cadang -Rp                    -Rp                    

4 Bahan Baku 65,000Rp         -Rp                    

5 Persediaan Lainnya -Rp                    

Jumlah 2,135,500Rp   -Rp                     

Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 



Saldo per 31 Desember 2011 Rp0.00

Mutasi tambah:

- pembelian Rp2,135,500.00

Mutasi kurang:

- Habis pakai Rp0.00

Saldo per 31 Desember 2012 Rp2,135,500.00  

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik  

 

Aset Tetap Rp 

23.045.340.065,- 
C.2     Aset Tetap 

 Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 

23.045.340.065 dan Rp 20.296.405.031,- yang merupakan aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan  digunakan dalam kegiatan 

operasional entitas.Rincian Aset Tetap Kantor Pembinaan Akuntansi 

InstansiJakarta Iper 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel    16 

RincianAset Tetap 

No. Uraian 31-Dec-12 31-Dec-11

1 Tanah 6,000,000,000Rp         6,000,000,000Rp      

2 Peralatan dan Mesin 5,410,998,100Rp         4,369,916,867Rp      

3 Gedung dan Bangunan 10,365,825,177Rp       9,240,024,376Rp      

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 974,236,000Rp            392,183,000Rp         

5 Aset Tetap Lainnya 294,280,788Rp            294,280,788Rp         

6 KDP -Rp                              -Rp                           

Jumlah 23,045,340,065Rp      20,296,405,031Rp     

 

 

Tanah Rp 

6.000.000.000,- 

 

 

C.2.1  Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah  seluas 20 Ha yang bernomer sertifikat 

61480042 tanggal 7 Oktober 1981 (posisi sertifikat ada di STPP Bogor) per 

31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 

6.000.000.000,- dan Rp 6.000.000.000. Karena proses IP yang dilakukan 

oleh KPKNL Bogor dan adanya aplikasi SIMANTAP maka tanah tersebut 

telah dicatatkan seluruhnya sebesar 55 Ha, oleh STPP Bogor dan BBPKH 



Cinagara untuk sementara masih mencatat sebesar 20 Ha sampai dengan 

akhir tahun 2012 menunggu adanya splitsing surat tanah. Apabila sampai 

tahun 2012 tidak ada splitsing surat tanah maka BBPKH Cinagara tidak lagi 

mencatat dalam SIMAK BMN. 

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2012 terdiri dari: 

 

 

 

 

 

Tabel 17 

RincianSaldo Tanah 

No. KIB Luas Nilai

1 - 55 Ha 6,000,000,000Rp      

6,000,000,000Rp     Jumlah  

 

 

Peralatan dan Mesin Rp 

5.410.998.100 

 

C.2.2   Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 

2011 adalah Rp 5.410.998.100 dan Rp 4.369.916.867 

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2011 Rp4,369,916,867.00

Mutasi tambah:

- pembelian Rp101,921,296.00

- hibah Rp0.00

- reklasifikasi dari aset lainnya Rp0.00

Mutasi kurang:

- Koreksi Pencatatan (Rp2,650,000.00)

- penghapusan Rp0.00

Saldo per 31 Desember 2012 Rp5,410,998,100.00  

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin 

adalah berupa:  



1. Pembelian 2 buah mini bus (penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp. 

478.163.233,00 

2. Pembelian lemari kayu 16 buah senilai Rp. 19.780.000 

3. Pembelian rak besi 2 buah senilai Rp. 8.965.000 

4. Pembelian brankas 1 buah senilai Rp. 24.750.000  

5. Pembelian 1 buah CCTV  senilai Rp.6.000.000 

6. Pembelian 1 buah white boardRp.775.000 

7. Pembelian 1 buah mesin absensi senilai Rp. 22.000.000 

8. Pembelian 7 buah LCD Projector/infocus senilai Rp. 63.600.000 

9. Pembelian 6 buah focusing screen/layar LCD projector senilai Rp. 

28.200.000 

10. Pembelian 2 buah papan pengumuman senilai Rp.4.000.000 

11. Pembelian 26 buah meja kerja kayu Rp. 33.098.000 

12. Pembelian 32 buah kursi kayu Rp. 26.379.000 

13. Pembelian 44 buah sice senilai Rp. 54.508.000 

14. Pembelian 4 buah kasur spring bed senilai Rp. 14.400.000 

15. Pembelian 3 buah A.C. Split senilai Rp. 16.000.000 

16. Pembelian 3 buah televise senilai Rp. 14.000.000 

17. Pembelian 1 buah sound system senilai Rp. 14.850.000,- 

18. Pembelian 6 buah handy cam senilai Rp.79.650.000 

19. Pembelian 4 buah lampu Rp.7.920.000,- 

20. Pembelian 1 buah alat pemanas prosesing (water heater) senilai Rp. 

2.800.000,- 

21. Pembelian 4 buah handy talky (HT) senilai Rp. 2.800.000,- 

22. Pembelian 5 buah alat komunikasi lainnya senilai Rp.4.875.000 

23. Pembelian 1 buah genset senilai Rp.24.600.000,- 

24. Pembelian 1 buah P.C unit senilai Rp.5.400.000,- 

25. Pembelian 6 buah laptop senilai Rp. 47.868.000,- 

26. Pembelian 3 buah computer unit lainnya senilai Rp.16.200.000,- 

27. Pembelian 6 buah printer senilai Rp. 13.500.000,- 

 

 

 

 



Gedung dan Bangunan 

Rp 10.365.825.177 

 

 

C.2.3  Gedung dan Bangunan 

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp. 

10.365.825.177,- dan Rp 9.240.024.376,-. 

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut: 

Saldo per 31 Desember 2011 Rp9,240,024,376.00

Mutasi tambah:

- pembatalan penghapusan Rp99,045,000.00

- Pengembangan nilai Rp1,797,886,506.00

Mutasi kurang:

- koreksi pencatatan nilai (Rp771,130,705.00)

Saldo per 31 Desember 2012 Rp10,365,825,177.00  

Transaksi pengurangan peralatan dan mesin berasal dari intrakomptable 

terdiri dari koreksi hasil IP bangunan gedung lab 

 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan Rp 974.236.000 

 

C.2.4   Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah 

masing-masing sebesar Rp 974.236.000 dan Rp 392.183.000. Saldo 

tersebut terdiri dari jalan dan jembatan  Rp 320.860.000 dan irigasi Rp 

653.376.000. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap jalan, jaringan, dan  

irigasi yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPKH) Cinagara 

Bogor selama  tahun 2012. 

 

Aset Tetap Lainnya  Rp 

294.280.788 

 

C.2.5    Aset Tetap Lainnya 

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 

294.280.788 dan Rp 294.280.788 yang merupakan aset tetap yang tidak 

dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.  

 

Konstruksi dalam 

Pengerjaan  Rp 0 

 

C.2.6   Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah 



masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,- 

  

 Piutang Jangka Panjang 

Tagihan Penjualan 

Angsuran Rp 0,- 

 

C.3.1Tagihan Penjualan Angsuran 

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 desember 2012 dan 2011 

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-  

  

Penyisihan Piutang tak 

Tertagih- Tagihan 

Penjualan Angsuran  Rp 

0,- 

 

C.3.2  Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran  

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 

per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 00 dan 

Rp 00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan 

Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.  

 

Tuntutan 

Perbendaharaan  Rp 0,- 

 

C.3.3      Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

NilaiTagihanTuntutanPerbendaharaan/TuntutanGantiRugi(TP/TGR) per31 

Desember 2012 dan 2011masing-masing sebesar  Rp ,00 dan Rp 0. 

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat 

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada 

pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang 

diderita oleh negara karena kelalaianya. 

 

Penyisihan Piutang tak 

Tertagih - Tuntutan 

Perbendaharaan  Rp 0 

 

C.3.4Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah 

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-yang merupakan estimasi atas 

ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR)yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.  



 

Aset Lainnya Rp 

29.561.431,- 

 

C.4 Aset Lainnya 

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 

29.561.431,- dan Rp 29.561.431,- yang merupakan aset yang tidak dapat 

dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.  

 

 

Aset Tak Berwujud Rp 

0,- 

 

C.4.1  Aset Tak Berwujud 

Saldo aset tak berwujud(ATB)per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 0,- 

dan Rp 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan 

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.  

 

 

 

 

 

Kewajiban Jangka 

 

KEWAJIBAN 

Pendek 

 

 

 

Utang kepada Pihak 

Ketiga Rp 10.447.436 

 

C.5. Kewajiban Jangka Pendek 

C.5.1  Utang kepada Pihak Ketiga 

 

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp 10.447.436,- dan Rp 10.760.145 merupakan belanja yang 

masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.  

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi 

Jakarta Iper tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 18    . 

RincianUtang kepada Pihak Ketiga 



No Uraian Jumlah Penjelasan

1
Belanja Pegawai yang Masih

Harus Dibayar
Rp2,176,664 

Kekurangan pembayaran

gaji bulan aprol sd

desember 2 org pegawai 9

jiwa

2
Belanja barang yang masih 

harus dibayar
Rp8,270,772 

Penggunaan langganan 

daya dan jasa yang belum 

dibayar

 Total Rp10,447,436 
 

 

Uang Muka dari KPPN 

Rp 0,- 

C.5.2 Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan UP/TUP yang masih berada pada 

atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.  

 

Pendapatan Yang 

Ditangguhkan Rp 

14.276.000,- 

C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan  

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan2011 

masing-masing sebesar Rp. 14.276.000,- dan Rp 0 merupakan Pendapatan 

Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.  

 

Pendapatan Diterima 

Dimuka Rp 0 

C.5.4     Pendapatan Diterima Dimuka 

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 

sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas 

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. 

 

  

 

EKUITAS 

Ekuitas Dana Lancar Rp 

(22.587.936) 

Ekuitas Dana Lancar 

 C.6.1 Cadangan Piutang 



Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing 

sebesar Rp 0,- dan Rp 10.203.050 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai 

Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor dalam bentuk 

piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.  

 

 C.6.2 Cadangan Persediaan 

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp 2.135.500 dan Rp 0 merupakan jumlah ekuitas dana lancar 

Kantor Pembinaan Akuntansi InstansiJakarta Idalam bentuk persediaan. 

 

 C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka 

Pendek 

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp 

24.723.436) dan minus Rp 10.760.145 Perkiraan tersebut merupakan bagian 

dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.  

 

 

 

 

 

 

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus  Diserahkan  

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 

sebesar minus Rp 0 dan minus Rp 0.  Barang/Jasa yang Masih Harus 

Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus 

diserahkan kepada pihak lain.  

 

 

 

 

 

 

 

Ekuitas Dana Diinvestasikan 

 

 



Ekuitas Dana  

Diinvestasikan Rp 

23.074.901.496 

C.7.1    Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 

adalah sebesar Rp 23.045.340.065 dan Rp 20.296.405.031 merupakan jumlah 

ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. 

 

 C.7.2    Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 

masing-masing sebesar Rp 29.561.431.- dan Rp 29.561.431,-merupakan 

jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk 

Aset Lainnya. 

 

 D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 

 D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 

Tidak ada kejadian ï kejadian penting setelah tanggal neraca 

  

D.2  TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK  

Tidak adanya temuan BPK 

  

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL  

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam 

lampiran. 

  

D.4 REKENING PEMERINTAH  

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar 

Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor adalah 

¶ Bank BNI A/C 0186433792 a.n. Bendahara Pengeluaran Balai Besar 

Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor 



 

 

 

 

          

 

 

 

  

D.5  PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 

 Pada semester II TA 2012 anggaran belanja Balai Besar Pelatihan Kesehatan 

Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor mengalami revisi penambahan jumlah, dari 

Rp.23.292.475.000,- menjadi Rp.23.296.085.000,- . 


